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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah.
Pelayanan berkaitan dengan dua sisi, yaitu yang memberi pelayanan (provider) dan yang
menerima pelayanan (masyarakat). Pelayanan (service) oleh banyak ahli tentang kulitas
pelayanan yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan (deed), suatu kinerja (performance)
atau suatu usaha (effort) (dalam Nurmah Semil, 2018 : 47). Pelayanan Publik adalah
terminologi yang biasa digunakan atau melalui ketetapan penganggaran pelayanan sektor
swasta untuk mengartikan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warganya
(citizens), juga yang secara langsung melalui sektor publik (dalam Nurmah Semil, 2018 :
1). Penyelenggaraan pemerintah dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan
berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan publik adalah sesuatu yang sangat
penting pelaksanaannya, dimana pelayanan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dari
tujuan suatu badan atau dinas pemerintahan, yang setiap pelayanannya menjadi suatu
mekanisme yang sangat vital sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan
oleh pemerintah karena apabila komponen dari pelayanan terjadi stagnasi maka hampir
bisa dipastikan semua sektor akan mendapatkan dampak buruk, sehingga perlu adanya
perencanaan yang baik dan terencana bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjadi
acuan bagi penyelenggaraan negara untuk memberikan pelayanan secara optimal dan

maksimal.



Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 mendefinisikan pelayanan publik sebagai
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang
jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Penyelenggara pelayanan publik didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum
lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (dalam Nurmah Semil,
2018 : 5).

Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik saat ini dapat dikatakan belum cukup
memadai karena masih banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun
melalui media massa, keluhan-keluhan yang di rasakan masyarakat mengenai pelayanan
publik seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kejelasan standar tarif biaya yang
harus dikeluarkan, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, persyaratan yang tidak
transparan, responsiveness petugas pelayanan yang kurang dan lain-lain sehingga
menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan citra pelayanan, dimulai
dari pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Setelah itu melalui Menteri Dalam Negeri dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006
tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu. Pemerintah
mengimplementasikan peraturan-peraturan dengan cara membentuk organisasi pengurus

pelayanan perizinan yang terbentuk badan atau kantor (dalam Ridwan, 2009).



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin
dibagi menjadi 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pariwisata dan Penanaman Modal, Bidang
Pendidikan dan Kesehatan, Bidang Usaha, Perdagangan, Industri Pergudangan, dan
Bidang Kontruksi dan Bangunan. Pada Bidang Izin Mendirikan Bangunan terdapat 5
(lima) jenis perizinan diantaranya adalah 1zin Mendirikan Bangunan Sederhana Lantai 1,
Izin Mendirikan Bangunan Sederhana Lantai 2, Izin Mendirikan Bangunan Tidak
Sederhana Bukan Untuk Kepentingan Umum, Izin Mendirikan Bangunan Tidak Sederhana
Untuk Kepentingan Umum dan Bangunan Khusus, dan Izin Mendirikan Bangunan Tower.

Berikut ini adalah rekapitulasi jumlah penerbitan izin mendirikan bangunan tahun
2017 dan tahun 2018 di bidang Izin Mendirikan Bangunan, yaitu:

Tabel 1. Data Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2017 dan Tahun 2018

No. Jenis Bangunan Tahun 2017 Tahun 2018

1. Ruko 59 118

2. Rumah 5.271 7.981

3. Kantor 2 1

4. Gudang 25 25

5. Pabrik 7 2

6. Tower 18 16

7. Hotel/Penginapan 1 0

8. Rumah Ibadah 3 1

9. Sekolah 1 1

10. | Rumah Makan/Restoran 0 0

11. Toko 63 31

12. DIl 14 44

Jumlah 5469 8220

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banyuasin

Berdasarkan tabel 1 (satu) dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 data rekapitulasi
dari beberapa jenis perizinan mendirikan bangunan yang terbit pada Bidang Izin
Mendirikan Bangunan terdiri dari berbagai izin mendirikan bangunan, yaitu: Ruko
sebanyak 59 (lima puluh sembilan) izin, Rumah sebanyak 5.271 (lima ribu dua ratus tujuh
satu) izin, Kantor sebanyak 2 (dua) izin, Gudang sebanyak 25 (dua puluh lima) izin, Pabrik

sebanyak 7 (tujuh) izin, Tower sebanyak 18 (delapan belas) izin, Hotel/Penginapan



sebanyak 1 (satu) izin, Rumah Ibadah sebanyak 3 (tiga), Sekolah sebanyak 1 (satu) izin,
tidak ada masyarakat yang mendirikan Rumah Makan/Restoran, Toko sebanyak 63 (enam
puluh tiga) izin, dll sebanyak 14 (empat belas) izin.

Pada tahun 2018 data rekapitulasi dari beberapa jenis perizinan mendirikan
bangunan yang terbit pada Bidang Izin Mendirikan Bangunan terdiri dari berbagai izin
mendirikan bangunan, yaitu : Ruko sebanyak 118 (seratus delapan belas) izin, Rumah
sebanyak 7981 (tujuh ribu semblan ratus delapan satu) izin, Kantor sebanyak 1 (satu) izin,
Gudang sebanyak 25 (dua puluh lima) izin, Pabrik sebanyak 2 (dua) izin, Tower sebanyak
16 (enam belas) izin, tidak ada masyarakat membuat Hotel/Penginapan, Rumah Ibadah
sebanyak 1 (satu) izin, Sekolah sebanyak 1 (satu) izin, tidak ada masyarakat yang
mendirikan Rumah Makan/Restoran, Toko sebanyak 31 (tiga puluh satu) izin, dll sebanyak
44 (empat puluh empat) izin. Terjadi penurunan pada beberapa jenis perizinan mendirikan
bangunan diantaranya adalah kantor, pabrik, tower, hotel, rumah ibadah dan toko.

Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banyuasin dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat atau pemohon yang
akan mengurus Izin mendirikan Bangunan terlihat dari gambar berikut ini:

Gambar 1.1 Keadaan Ruang Tunggu dan Ruang Tamu.

Sumber : dokumentasi penulis

Dari gambar 1 (satu) adalah ruang tunggu yang memiliki beberapa fasilitas seperti
Kipas angin, ac (air conditioner), kursi dan meja. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa

Ruang tunggu dan ruang tamu tidak memiliki pembatas.



Gambar 2.1 Keadaan Front Office

Sumber : dokumentasi penulis.

Pada gambar 2 (dua) adalah sebuah loket pendaftaran untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang datang untuk membuat izin dan pada bagian pelayanan ini atau
front office terlihat masih kosong atau belum adanya petugas pada jam kerja untuk
memberikan pelayanan.

Gambar 1.3 Pusat Pengaduan

Sedang dalam perbaikan, silahkan coba lagi nanti, terima kasih.

@‘ PERLJINAN ONLINE

PUSAT PENGADUAN

2ax de= i deagtze Dev

;mm

L) 2me R ) e ey

Sumber : website dpmptsp, pusat pengaduan.

Pada gambar 3 (tiga) adalah pelayanan pusat pengaduan yang terdapat pada website
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dimana pusat pengaduan
tersebut tidak bisa diakses oleh masyarakat penggunan layanan perizinan karena website

dalam kondisi perbaikan. Website ini tidak dapat diakses dalam jangka waktu yang lama.



Gambar 1.4 Dokumen Persyaratan

Dokumen Persyaratan

Silahlean pilih Jenis perjinan untuk mengunduh persyaratan yang diperiukan,

Surat tein Lokl '
Tanda Dattar Perusahaan (10P) '
Surat in Tampat Usalia (SITU) '
Tands Dattar Gudnng (THG) '
Surat feln Mraktik Doldter '
Surat lein Praktik Didan '
Surat leln Lalnnys ‘
Sueat Leln Praktik Parawat '
lein Usinha dasa Konustrukal (1K) '
Sumber: PN & PISP Kabupoten Banyeasin

Sumber : website dpmptsp, dokumen persyaratan.
Pada gambar 4 (empat) dapat dilihat bahwa pada dokumen persyaratan yang
terdapat pada website DPMPTSP, tidak ada dokumen yang bisa diunduh oleh masyarakat.

Gambar 1.5 Statistik perizinan
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Sumber : website dpmptsp, statistik perizinan.

Pada gambar 5 (lima) dapat dilihat bahwa pada statistik perizinan tidak dijelaskan

berapa jumlah dari setiap perizinan yang telah diterbitkan salah satunya adalah IMB.



Tabel 1.2 Laporan Kinerja Tahun 2017

LAPORAN MONITORING & EVALUASI CAPAIAN KEPALA BIDANG PELAYANAN PENGADUAN,
PENGEMBANGAN SDM, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUASIN s/d TRIWULAN

IV TAHUN 2017

NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
' KEGIATAN
L Meningkatnya kepuasan Nilai kepuasaan masyarakat 86 89,48
masyarakat yang mengurus izin dalam layanan perizinan
2. | Tersusunnya Standar Operasional Jumlah Standar Operasional 1 Dokumen | 1 Dokumen
Prosedur yang diterbitkan
3. | Terlaksananya Pengembangan Jumlah Aplikasi yang 1 Aplikasi (4 | 1 Aplikasi
Aplikasi SIMLP Dikembangkan bulan) (4 bulan)
4. | Tertanganinya Pengaduan Presentase Pengaduan yang 100% 100%
Diselesaikan
5. | Terpenuhinya  Kualitas  SDM | Jumlah SDM Aparatur 10 orang 9 orang
Pelayanan Perizinan Pelayanan perizinan yang dilatih

Sumber : website dpmptsp. Laporan kinerja pada tahun 2017.

Pada tabel di atas dapat dilihat pada Laporan Kinerja Tahun 2017 bahwa sasaran
program/kegiatan ada pada indikator jumlah SDM aparatur pelayanan perizinan yang
dilatih hanya 9 orang dari 10 orang yang ditargetkan. Jumlah SDM yang dilatih belum
mencapai target yang ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin
merupakan suatu kantor yang memiliki wewenang dalam bidang perizinan dan memiliki
49 jenis pelayanan perizinan, dan salah satunya adalah lzin Mendirikan Bangunan. 1zin
Mendirikan Bangunan atau IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah
kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis
yang berlaku. Dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuasin diharapkan pelayanan perizinan terutama dalam pembuatan 1zin
Mendirikan Bangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan kualitas pelayanan
yangbaik, sesuai dengan standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya

kepastian bagi penerima pelayanan.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin?”
C. Tujuan Penelitian
Untuk mengidentifikasi Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan di Program Studi IImu Administrasi Publik
khususnya mengenai Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan
Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuasin.

2) Memberikan informasi baru bagi jurusan Ilmu Administrasi Pubik,
Konsentrasi Manajemen Sektor Publik dalam Kualitas Pelayanan, serta dapat
mengembangkan ilmu yang dapat diteliti untuk mengaplikasikannya kepada
masyarakat luas serta dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

1) Dapat memberi gambaran mengenai kualitas pelayanan penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

2) Memberikan masukan kepada pemerintah kota/kabupaten atau instansi,

khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kabupaten Banyuasin atas hasil penelitian yang didapat sebagai bahan kajian
serta bahan evaluasi untuk kedepannya. Terkhususnya kualitas pelayanan
penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin, sehingga dapat

mengoptimalkan yang berhubungan dengan kualitas pelayanan publik.
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